BAB IV
ANALISIS ‘URF TERHADAP UPAH BURUH TANI TAMBAK
BERDASARKAN PP NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
STUDI KASUS DESA GUNUNG ANYAR TAMBAK SURABAYA

. Analisis Terhadap Praktik Kegiatan ‘ Urf Upah Buruh Tani Tambak di Desa
Gunung Anyar Tambak RW. 1 Surabaya.

Dalam kehidupan yang semakin berkembang dimana orang mulai
mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan mulai
terpengaruh dengan kehidupan orang barat yang lebih condong dengan
kehidupan liberalis, akan tetapi kita tidak bisa diam tanpa mengikuti
perkembangan zaman tersebut. Seperti halnya dalam suatu masyarakat
tertentu mereka banyak yang meninggalkan nilai-nilai norma, keagamaan dan
lebih memilih menjalani hidup dengan individualis dan cenderung acuh
dengan kehidupan sosial yang ada disekitar mereka, mereka hanya
memikirkan bagaimana hidup mereka sendiri tanpa mempertimbangkan yang
lainnya.

Akan tetapi walaupun begitu masih ada juga yang masih kuat mengikuti
adat kebiasaan yang telah lama diijalani dilingkungan mereka, di mana
mereka masih meyakini adat kebiasaan tersebut selama adat tersebut tidak
menyalahi hukum syara’ maupun hukum formal yang berlaku. Adat kebiasaan

tersebut harus memenuhi syarat, menurut Abdul Karim Zaidan seperti yang
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dikutip oleh Satria Effendi menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang

bisa dijadikan landasan hukum yaitu:!

1. “Urt harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di
suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau
anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.

2. ‘Urfitu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan
mayoritas penduduk negeri itu.

3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada ‘urf" itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil
kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu
ituhanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada
persyaratan memiliki ijazah.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah
sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka
yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang
berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya
pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun
ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah
boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu

untuk melunasi maharnya.

! Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.
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Seperti halnya rasa persaudaraan diantara mereka masih sangatlah tinggi,
rasa saling tolong menolong, bekerjasama, dan rasa saling percaya masih
dipegang kuat oleh suatu masyarakat tertentu walaupun tidak mungkin bisa
dipungkiri konflik sosial pasti selalu akan terjadi diantara mereka, tetapi itu
tidak merubah sedikitpun adat kebiasaan diantara mereka.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari warga Gunung Anyar Tambak masih
sangat meyakini adat kebiasaan yang ada disekitar mereka, mereka bergotong
royong bahu membahu untuk menolong sesama, jika ada yang keesusahan
maka warga yang lain datang untuk membantu, baik dalam persaudaraan,
sosial, maupun pekerjaan ikatan diantara mereka masih sangatlah kuat.
Dalam berbagai profesi pekerjaan yang digeluti warga Gunung Anyar
Tambak mereka masih menjalankan adat kebiasaan yang ada, seperti saat
salah seorang warga panen hasil tambak mereka, warga atau saudara yang
mempunyai waktu luang pasti datang untuk membantu tanpa adanya
imbalan, tapi karena ini sudah merupakan adat kebiasaan yang sudah lama
ada jadi mereka membantu dengan rasa ikhlas.

Walaupun begitu sebagai rasa terimakasih peemilik tambak, mereka tetap
mendapatkan imbalan atas bantuan mereka walupun imbalan tersebut bukan
dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk hasil panen tambak tersebut,
dengan begitu mereka bisa sama-sama merasakannya. Imbalan tersebut
biasanya mereka gunakan sebagai lauk makanan keluarga mereka atau ada
juga yang menjual ikan imbalan tersebut kepada pengepul agar bisa

divangkan, walaupun tidak seberapa tetapi itu sangat berharga terlebih
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dengan kegiatan ini mereka bisa mempererat rasa persaudaraan diantara
mereka. Sedangkan untuk pekerja/buruh mereka, biasanya mereka juga
memberikan ikan hasil panen tersebut kepada pekerja/buruh mereka dan
mereka bisa mengolah ikan tersebut atau bisa juga menjualnya.

Di Desa Gunung Anyar Tambak RW. 1 warga yang bekerja sebagai
pekerja/buruh tani tambak, mereka mendapatkan upah mereka setiap kali
panen dalam jangka panen 1 tahun 2 kali untuk panen sedang, sedangkan
untuk panen bagus petani tambak bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Sesuai
dengan adat kebiasaan di desa ini, kebanyakan sistem pengupahannya dengan
cara dibayar setelah ikan hasil panen yang dititipkan di pengepul telah
terjual. Akan tetapi yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan akad
perjanjian diawal, karena di desa ini akad perjanjiannya dilakukan secara lisan
tanpa ada perjanjian secara tulis.

Perjanjian dilakukan agar jelas tanpa ada unsur gharar di dalamnya, agar
antara pemilik tambak dengan pekerja/buruh bisa terbuka mengenai
pekerjaan, jam kerja sampai upah pekerja/buruh. Seperti dalam firman Allah

dalam Q.S At-Talaq: 6:
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“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah
mereka upahnya”.?

2 Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemahnya, ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro
Grafindo Semarang, 1994), 504.
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Sehingga bisa memperkecil kemungkinan adanya konflik diantara

para pihak. Adapun syarat-syarat upah mengupah (7jarah) yang dimaksud
adalah:?

1. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam

melakukan transaksi jjarah, bila di antara salah seorang diantara
keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka

akad 7jarah semacam ini tidak sah.

. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama

Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh
karena itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti
anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan
ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertansaksi
itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa
membedakan) boleh melakukan transaksi 7jarah dengan syarat adanya

persetujuan dari walinya.

. Upah atau sewa dalam transaksi jjarah harus jelas, memiliki sifat

tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

. Manfaat upah atau sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di

kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya.
Apabila manfaat yang menjadi objek 7jarah tidak jelas, maka
transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan

dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek zjarah.

3 Abu Azam al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),

73.
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Di samping itu upah dari segi objeknya menurut para ulama figih
dibagi menjadi dua macam, yaitu:*

a. [ljarah yang bersifat manfaat, pada 7jarah ini benda atau barang yang
disewakan harus memiliki manfaat.

b. [ljarah yang bersifat pekerjaan, pada Jjarah ini seseorang
mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya
boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur
tipuan.

Maka menurut penulis hal yang terjadi di Desa Gunung Anyar
Tambak ini bisa dijadikan contoh untuk masyarakat luas agar lebih
waspada dan berhati-hati dengan segala dampak positif dan negatif yang
kemungkinan terjadi dalam suatu adat kebiasaan. Maka dari itu penulis
menganalisis kasus ini menggunakan metode hukum ‘urf, karena kasus ini
terjadi sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh
warga setempat.

B. Analisis ‘Urf Terhadap Upah Buruh Tani Tambak Berdasarkan PP No. 78
Tahun 2015 Tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.
Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya
dan digunakan oleh para ulama fikih untuk menetapkan suatu
hukum ialah ‘wrf yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan adat
kebiasaan, dan para ulama fikih sepakat bahwa ‘urf atau adat kebiasaan

dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’, bahkan

4 Abu Azam al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
75.
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dalam suatu masyarakat tertentu adat kebiasaan sudah sangat terkenal
dikalangan mereka sehingga seakan-akan telah menjadi seperti hukum
tertulis yang terdapat sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Tujuan menjadikan ‘urf'(adat kebiasaan) sebagai istinbath hukum
yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan  terhadap
kehidupan manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan
segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat. Di Desa
Gunung Anyar Tambak RW. 1 banyak yang meyakini dengan adanya
adat kebiasaan, karena bagi mereka selama adat kebiasaan tersebut
tidak merugikan mereka dan tidak melanggar peraturan formil maupun
non formil. Seperti halnya dengan adat kebiasaan upah mengupah pada
pekerja/buruh tani tambak di desa ini atas dasar kerelaan, kepercayaan
dan menghargai satu sama lain, perjanjian upah pekerja/buruh tani
tambak yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis ini bisa berjalan
sampai saat ini.

Undang-undang No. 13 Tahun 2013 dalam pasal 5 dijelaskan
tentang upah adalah dijelaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang
diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan
atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh
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dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan. °

Dalam undang-undang tersebut telah jelas bahwa upah pekerja
harus diberikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah
ditetapkan sesuai pada setiap periode atau pertanggal pembayaran upah
telah dijelaskan dalam pasal 20 peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015
tentang pengupahan. Sedangkan dalam pasal 22 dijelaskan upah
tersebut bisa diberikan baik secara lansung maupun tidak lansung,
dalam artian tidak lansung yakni upah dibayarkan melalui bank dengan
syarat upah tersebut harus bisa divangkan pada tanggal yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam undang-undang maupun
hukum syara’ telah jelas dan dipertegas bahwa upah harus dibayarkan
dengan segera dan tidak boleh ditangguhkan.

Predikat-predikat hukum syara’ yang dilekatkan kepada perbuatan
yang bersifat jjarah (upah mengupah) dilihat dari segi objeknya dibagi
menjadi dua macam, yaitu:®

1. Tjarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang
disewakan harus memiliki manfaat, misalnya sewa menyewa rumah,
tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang

dibangun pertokoan dan sebagainya.

> Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika,
2007), 4.
6 Abd Rahmad Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: AMZAH, 2011), 239.
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2. ljarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan
untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis
pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Ijarah seperti
ini ada yang bersifat pribadi, seperti menjadi guru mengaji Qur’an,
pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu
seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk
kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan
tukang jahit.

Jika ditinjau dari segi objeknya upah mengupah harus memiliki
manfaat dan bersifat pekerjaan, sehingga dalam praktik upah
pekerja/buruh tani tambak ini dilihat dari sifat manfaat semua pekerjaan
itu sangatlah bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka sehari-hari disamping itu juga bermanfaat mempererat
tali silaturrahmi diantara mereka, menumbuhkan rasa saling tolong
menolong dan rasa saling menghargai kepercayaan diantara para pihak.
Sedangkan dari sifat pekerjaan, bekerja sebagai seorang pekerja/buruh
tani tambak merupakan pekerjaan yang jelas tanpa ada unsur tipuan di
dalamnya, akan tetapi di desa ini warga yang kebanyakan lulusan
tingkat dasar sehingga perjanjian kerja diantara para pihak tidak ada
perjanjian tertulis, walaupun begitu mereka mengikuti sesuai dengan
adat kebiasaan yang sudah lama dijalankan di desa ini. Sedangkan

pekerja/buruh ada dua macam:’

7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 333.
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1. ‘Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang
untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain
selain orang yang telah mempekerjakannya.

2. ‘Ajir (tenaga kerja) Musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari
satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan
tenaganya. Hukumnya adalah ia boleh bekerja untuk semua orang, dan
orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada
orang lain. Ia tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Dari sini kita mengetahui bahwa seorang pekerja/buruh tani tambak
termasuk tenaga kerja khusus, karena pekerja/buruh tani tambak hanya
bekerja pada satu orang saja dan mendapatkan upah dari orang tersebut.
Walaupun terkadang dalam transaksi pemberian upah terkadang terjadi
di luvar kesepakatan kedua belah pihak, karena pemilik tambak bisa
memberikan upah pekerja/buruh mereka kalau ikan hasil panen yang
dititipkan di pengepul bisa terjual dan dapat divangkan. Akan tetapi
sesuai dengan adat kebiasaan di desa ini, mereka juga mendapatkan ikan
hasil panen tersebut dari pemilik tambak, dimana ikan tersebut bisa
mereka gunakan untuk lauk atau mereka jual untuk divangkan sebagai
ganti untuk memenuhi kebutuhan mereka selama menunggu upah dari

pemilik tambak.?

8 Abdur Rochim (pemilik tambak), Wawancara, Desa Gunung Anyar Tambak RW. 1 Surabaya,
20 Mei 2017.
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Pada praktik kegiatan upah mengupah pekerja/buruh tani tambak di

Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya ini memiliki dampak positif dan

dampak negatif, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Positif

a.

b.

Sebagai usaha untuk mencari rizki.

Dapat mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar
Surabaya khususnya warga Desa Gunung Anyar Tambak.
Memperkuat rasa kemanusian yang semakin tinggi dalam hal

tolong menolong dan lain sebagainya.

2. Dampak Negatif

a.

Saat transaksi upah mengupah, tidak adanya perjanjian
tertulis diantara para pihak schingga ditakutkan adanya
kelalaian dari salah satu pihak, baik dalam pemberian upah
atau kinerja pekerja/buruh.

Apabila upah ditangguhkan menunggu ikan hasil panen
tersebut terjual ditakutkan kebutuhan ekonomi pekerja/buruh
semakin menurun.

Ikan yang telah disetorkan kepada pengepul ditakutkan tidak
cepat terjual sehingga ikan tersebut semakin berkurang

kwalitasnya dan harga jualnya menurun di pasaran.

Dari penjelasan mengenai dampak adanya praktik kegiatan upah

pekerja/buruh tani tambak yang terjadi di Desa Gunung Anyar Tambak

Surabaya, jika dilihat dari fungsinya maka dampak positif jauh lebih



76

banyak, pekerjaan ini membawa manfaat dalam hal mengurangi
pengangguran serta menciptakan masyarakat yang mandiri. Namun
bagaimanapun orang melihatnya antara dampak positif dan negatif.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan praktik kegiatan upah
pekerja/buruh tani tambak tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan
sendiri antara dampak positif dan dampak negatif.

Sebab metode ‘urf (adat kebiasaan) adalah akan menimbulkan
perbuatan yang diperbolehkan atau mengarah ke suatu perbuatan yang
menimbulkan kemaslahatan. maka praktik kegiatan upah pekerja/buruh
tani tambak hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika dianalisis dengan
metode ‘urfmaka praktik kegiatan upah pekerja/buruh tani tambak ini
perlu mendapat perhatian lebih karena akad perjanjian tidak dilakukan
secara tertulis, sehingga dalam kegiatan ini perlu memenuhi asas —asas
perikatan dalam islam, tapi walaupun begitu dalam kegiatan ini jarang
ditemukan adanya penipuan atau unsur gharar.

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia
hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-
saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan
dan yang menjadi saksi.

Dari berbagai hasil wawancara dengan warga setempat, mereka
memberi pendapat bahwa mereka sangat menyadari banyak resiko jika
melakukan perjanjian secara lisan. Walaupun begitu mereka masih

percaya dengan adat kebiasaan di desa mereka, karena bagi mereka
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pekerjaan mereka tidak perlu menggunakan perjanjian secara tertulis
kalaupun ada masalah diantara mereka, mereka bisa menyelesaikannya
dengan cara kekeluargaan.” Tapi ada juga warga yang berpendapat
perjanjian secara tertulis itu sangat penting.

Agama Islam sangat mengajurkan dan menekankan keutamaan
berusaha mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Bahkan Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan keutamaan ini

dalam sabda beliau:

o

5t i 5T A

“Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seseorang laki-laki
adalah usahanya sendiri (yang halal).”!°

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh
mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rizki yang
paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya
sendiri. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai
dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring
dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Ini dimaksudkan agar
muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari

kerusakan yang tidak dibenarkan.'!

9 Arofi (Ketua RT. 3), Wawancara, Desa Gunung Anyar Tambak RW. 1 Surabaya, 20 Mei 2017.
0 Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam (Tim Kuadran), (Bandung: Jabal, 2007), 210.

"' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, Nor Hasanuddin, et al., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
120.



